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LAMPTUNG

INSTRUKSI GURBERNUR KEPALA DAERAN TINGKAT I LAMPUNG
NOMOWI : INSTY 19 HLTIICT 998

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PENDATAAN KELUARGA DAN
PENDAFTARAN INSTITUSI MASYARAKAT TAITUN 1999
DI PROPINST LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERRAN FINGRKAT I LAMPUNG

Memimlning Ca balvwva selmgai pelaksanaan Tebib bangut daat Instraksi Menton Negara
Eependudoakan/Bepala  BEKKBN  Momor © 22VHE.0L/DIGT  lomang
polaksamaan kegintan Pendataan Keluargn don [nstraksi Montend Mogaa
Kepomndudukan/®epaln BEEBN Nomor @ 22Z0HK.00 VD98 toolang
pelaksannan Pemndaltacan® lostitusi Masyarokal  dan Peadataan Palensi
Wilayah Kecamatan, mulai tanggal | fanaari 1999 sampai dengan tanueal 3
Baret 1999 i Propinst Lampung: akan dilaksonakan kegatan Peodataan
K.cluargn dan Pondaltaran Instilusi Masyarkat;

b babwa sehubungan dengan maksud betie o tersebut diatas, porlu dikeluarkan
lestrukss Crubernue Kepala Dmerab Tingkat [ Lampung sebagal pedoman
dalam pelaksanaannya.

Mlengingal CL Undimg-Undang . Nomor 14 Tahun 1964 tentang Permbentukan Dacral
Tingkat T Lampung |

2. Undang-Undang Momor 5 Tabun 1974 lenlany Pokok-I"ukok
Powerintaban I Dacrah

¢ 3 Undang-Undang  Momer [0 Tahon 1992 jentang Perkembangin
Kependucdulen dan Pembangunan Keluargs Sejaliern |

4. Perstwran Pemerintah Momor 6 Tahun 1988 tentang Koordinas: Kegiatan
Tnakansi Vertikal di Dacraly;

5 Peratwan Pemierintah MNomor 21 Tahun 1994 lenlang  Penyelenpuaram
Pombampunan Keluarpa Scjalitera

G Porsturan Pemerintah WNomor 27 Tabun 1994 fenlang  Pengelolnan

Perkembangan Kependudukan

)
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Unluk

Pertaman
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Keliga

Keempat

Keltma

7. Keputusan - Menteri Negarn Kependudukan/Kepala BKKBN - Nomor
L E/HI.010/CA4/93 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi
ICeluarga Berencana di Wilayah;

8. Instruksi Presiden R.1 Nomor 3 Tahun 1996 tentang Pembangunan Keluarga
Sejahlera Dalam Rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan ;

9. Instruksi Menteri Negara  Kependudukan /0 Kepala BKKBN  Nomor:
22310397 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Keluarga Tahun
1999;

10, Instrukst Menleri Negara  Kependudukan/IKCepala  BKKBN  Nomor:

222/11K.011/D3/98  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Pendaflaran  Institusi
Masyarakal dan Pendataan Potensi Wilayah Kecamatan tahun 1999,

MENGINSTRUKSIKAN

1. Para Bupati/Walikotamadya K:“:pm:i Dacrah Tingkat 11 Se Propinsi Lampuny,
2. Para Kepala [Kantor BKKBN Kabupaten/Kotamadya se Propinst Lampung,.

- Melaksanakan kegialan Pendalaan Keluarga, Pendaltaran Institusi

Masyarakal dan Pendataan Potensi Wilayah Kecamatan mulai tanggal 1 Januan
1999 samipat dengan 31 Marel 1999 dengan langkah-langkah kegiatan sebagaimana
lercantum dalam lampiran instruksi ini.

Pelaksanaan kegiatan Pendataan Keluarga Tahun 1999, agar berpedoman kepada
Buku Pctunjuk Teknis Pendataan Keluarga terbitan Tahun 1997, serta pedoman dan
petunjuk lainnya yang dikeluarkan oleh para pejabat yang berwewenang di BKKBN
Pusat.

Dalam pelaksanaan Pendataan Keluarga, Pendallaran Institusi Masyarakat dan
Pendataan Potenst Wilayah  Kecamatan 1 agar  dilakukan  persiapan yang
schatk-baiknya dengan  bimbingan scrla  pengawasan  yang inlensil terhadap
pelaksanaannya.

Bersamaon  dengan pelaksanaan Pendataan  Keluarga, Pendallaran  Institusi
o4 I L

Masvarakat  dan Pendalaan Polenst Wilayvah  Kecamalan  ini dilaksanakan
i Y

pemantauan  dengan  menggunakan  sistem Pos  Koordinasi {(POSKO) serla

pemberian nomor institusi masyarakal,

Pendatann ini meliputi selurub wilayah Propinst Lampung dan mencakup semun
rasangan Usia Subur, Peserta KB, Keluarga dan Penduduk yang berdomisili di
suatu wilayah kerja (untuk Pendataan Keluarga) dan mencakup petugas institusi
masyarakal, penerima beasiswa, pelugas konsultasi perkawinan dan sarana (untuk
Pendataan Potensi Wilayah Kecamalan),



Keenam

Ketujuh

ICedelapan

Dalium pelaksanaan kegiatan Pendataan Keluarga, Pendaflaran Inshitusi Masyarakal
dan  Pendalaan  Polensi  Wilayah Kecamatan agar dijalin  kerjasama  yang
schaik-baiknya dengan Kecamalan sampai dengan Kelurahan/Desa, unit pelaksana/
pelaksana KB dan instansiforganisast lerkait lainnya, dengan meningkatkin
kelertibatan generasi muda, seperti Pramuka, dan Karang Taruna, serla keterlibatan
LIKMD scksi 7, 8 dan 1. '

Scegera  selelah kegiatan  Pendataan  sclesai  dilaksanakan dilapangan, agm
dibuat laporan hasil-hasil pendataan menurat jadwal dan mckanisme seperti
terlampir, '

Instruksi ini agar dilaksanakan L|?F1gﬂ!l sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung
jawab,

IKesembilan: Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeclunrkan di: Telukbetung.
Pada tanggal  : 29 Desember 1998,
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUHNG

POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN : Kepada Yih

fomd a2

Mentert Negara Kependudukan/Kepala BIKKBN di JTakarta,
Mentert Koordinalor Kescjahteraan Rakyal dh JTakarta;
Mentert Dalam Negeri di Takarta;

4. Mentert Kesehatan di Jakarta;
5. Menteri Sosial di Jakarta;
0. Menterr Transmigrast dan Pemukiman Perambah Flutan di Jakarta,
Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Keeil di Jakarla;
8. Menterl Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
9. Menteri Agama di Jakarta;
10. MenleriNegara Perencanaan Pembangunan/I{etua Bappenas i Jakarla;
|1, Mentert Negara Pemuda dan Olah Raga di Jakarta;
12, Ketua Umum Tim Penggerak PEKK Pusat di Jakarla;
|3, Ketua Kwarlir Nasional Gerakan Pramuka Lll'\[..[::'lk::irlﬂ',
4. Deputi Bidang Perencanaan dan Analisis BKIKBN di jakarta ;
15. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera BKKBN di Jakarta ;
16, Wakit Gubernur KD Tingkat | Lampung
Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyal di Telukbelung,
17. Ketua DPRID Propinsi Daerah Tinglkat [ Lampung i Telukbetung;
18, Ketua BAPPEDA Tingkat I Lampung di Telukbetung ;
9. Kepala Kantor Wilayah BKKBN Propinst Lampung di Telukbetung,



